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PENGUJIAN l 


A. PENGUJIAN NORMA HU 

1. Pengujian Norma 

Dalarn praktik, dikenal adanya t 
diuji atau yang biasa disebut seb. 
sarna-sarna rnerupakan bentuk n 
pengarnbilan keputusan hukurr 
berisi dan bersifat pengaturan (7 
berisi dan bersifat penetapan aru 
tusan normatif yang berisi dan b 
biasa disebut vonis (Belanda: V01 

Ketiga bentuk norma hukun 
narannya rnelalui rnekanisme pe 

proses pengujiannya itu disebut 
oleh lernbaga judisial atau penga 
dilakukan bukan oleh lembaga p 
sebut sebagai judicial review. 

non-justisial. Jika pengujian itu dil 

Sebutannya yang tepat terg 
nangan untuk menguji atau toets; 

Vonnis vel/en, vonnis uitspreken (putus 
neermorshuizen, Kamus Hukum Beland, 

2 Bandingkan dengan Sri Soemantri, Hak 
yang menggunakan istilah-istilah toetsin 
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